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1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia,
memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar. di antara 17.000 pulau dan
tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan.

Kondisi geografis seperti ini menimbulkan tantangan dan masalah yang
berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi,
termasuk diantaranya adalah masalah keuangan.

Indonesia sendiri pernah dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Krisis
tersebut menyebabkan efek yang besar pada perekonomian Indonesia. Kemudian
muncullah gagasan untuk mendirikan sebuah  lembaga independen untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia bahwa akan dibentuk-suatu lembaga khusus untuk

melakukan pengawasan perbankan.

Lembaga pengawasan tersebut merupakan lembaga pengawasan di sektor
jasa keuangan bersifat independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang dengan
ketentuan selanjutnya bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan
dilaksanakan pada tahun 2002. Kenyataannya pada tahun 2002 belum terbentuk

lembaga pengawasan tersebut lalu pada tanggal 27 Oktober 2011 akhirnya



disahkan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan selanjutnya pemerintah mengesahkan dan membuat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
selanjutnya disebut UUOJK. The OJK Law mandates the establishment of OJK
aimed at making all activities in the financial services sector integrated and
providing equal itreatment-for all financial service sectors so as to increase
efficiency and facilitate coordination®.

Pasal ‘1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
pengertian Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa®:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang fungsi Otoritas
Jasa Keuangan menyatakan bahwa®:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan-kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tujuan-pengawasan-adalah untuk -mengetahui serta memahami kenyataan

sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang menjadi obyek

pengawasan sehingga sesuai dengan yang sebagaimana mestinya dan tidak
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menjadi bahan untuk dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang serta
meminimalisir resiko dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkelanjutan.

OJK melakukan pekerjaannya dengan independen dalam pembuatan dan
penerapan tugas dan wewenang OJK agar terjamin terselenggaranya pengaturan
dan pengawasan’ sektor jasa keuangan yang optimal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan: perundang-undangan di bidang jasa keuangan®. OJK adalah
suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi yang disebut lembaga independen
dimana OJK mendapatkan pemindahan fungsi-pengaturan dan pengawasan pada
lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah
pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari interverensi pihak manapun’.

Sistem keuangan adalah tatanan perekonomian suatu negara yang memiliki
peran dalam menyediakan fasilitasjasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga
keuangan dan lembaga penunjang Iainnyas. Seiring dengan. perkembangan zaman
modern, aktivitas masyarakat tidak terlepas dari-bantuan teknologi. Lembaga
keuangan yang mulai bergeser pada fembaga keuangan yang berbasis teknologi.
Transaksi bisnis tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka hanya dengan

melalui layar komputer yang terkoneksi secara global.
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Baru-baru ini muncul inovasi yang terbaru dalam bidang keuangan disebut
dengan Financial Technology (Fintech). Financial Technology adalah sebuah
inovasi layanan lembaga keuangan non bank dengan memanfaatkan teknologi
informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Sebuah inovasi berhasil
mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan
kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal
sebagai Inovasi Disruptif.

Finansial Teknologi adalah bentuk bisnis baru yang melibatkan kekuatan
teknologi dan perangkat digital. Finansial Teknologi merupakan fenomena baru
tetapi memiliki potensial pasar dan kemajuan teknologi yang besar’. Terdapat
berbagai macam Financial Technology yang ada di Indonesia yaitu peer to peer
lending, manajemen resiko investasi, payment, cleaning, and settlement dan
market aggregator.

Finansial teknologi yang berkonsep peer to peer-lending diperkenalkan
pada tahun 2005 di Inggris lalu-kemudian di. Amerika pada tahun 2008 ketika
terjadi krisis-finansial yang menyebabkan-bank -melakukan penutupan penyaluran
kredit baru serta memberikan suku bunga yang mendekati 0 %. Konsumen yakni

peminjam harus mencari alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang lebih

tinggi.

" Phaureula Artha Wulandari, Analisis SWOT Perkembangan Finansial di Indonesia,
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Finansial teknologi yang dulu kurang dipandang dan dianggap belum dapat
memberikan dampak yang signifikan berubah menjadi salah satu hal yang
penting. Masyarakat kini berlomba-lomba untuk berinvestasi dalam dunia fintech
demi kepentingan usahanya. Keberadaan fintech memiliki tujuan agar
masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk keuangan, transaksi dan

meningkatkan literasi keuangan.

Cara kerja finansial teknologi khususnya dalam peer to peer lending adalah
dengan menggunakan sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman yang menggunakan data pribadi. Data pribadi adalah penanda
personal seseorang yang memiliki bentuk berupa kode, simbol, angka, huruf, dan
identitas yang bersifat pribadi. Data pribadi digunakan untuk mengenali nasabah,
menilai kelayakan pinjaman, -.dan menyediakan ‘layanan dan selanjutnya
memverifikasi data pemberi pinjaman dengan penilaian kredit, mengatur lalu

lintas dana pinjaman, dan-melakukan pemantauan dalam periode pinjaman dana®.

Perkembangan- fintech di-—Indonesia- yang meningkat sehingga
membutuhkan optimalisasi peran dari fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan
inklusi keuangan di Indonesia sehingga diperlukan keseimbangan antara
kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan fintech dengan

aspek perlindungan konsumen. Para penyelenggara fintech berlomba-lomba
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untuk menarik minat para konsumen untuk menggunakan jasa mereka dan
dengan semakin banyaknya para penyelenggara fintech menimbulkan pertanyaan
dan masalah. Pelaksanaan pengembangan fintech memiliki potensi resiko yang
berkaitan dengan stabilitas ekonom, stabilitas sistem, perlindungan konsumen,
dan sistem pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan pun melakukan pengawasan dan memberikan
perlindungan hukum bagi para konsumen untuk dapat melakukan dan
mengetahui Financial Technology mana saja yang.telah memperoleh dan dapat
melakukan aktivitas layanan dalam lembaga keuangan non bank. Pengaturan dan
pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam keberlangsungan fintech di
Indonesia. Setiap gerak-gerik dalam “fintech memerlukan pengawasan dari
lembaga independen yakni OJK. Pengaturan menjadi salah satu hal yang penting
untuk meningkatkan kepercayaan publik dan di sisi lain dimanfaatkan untuk
menilai dan memperhatikan ruang pengembangan bisnis:

Pengembangan_fintech-merupakan bagian-dari strategi OJK dalam upaya
meningkatkan inklusi keuangan. OJK-memiliki peran dalam mengedukasi dan
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat. OJK
menghimbau agar masyarakat menggunakan jasa pinjaman online yang telah

terdaftar dan berizin di OJK.



1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan melakukan
pengawasan terhadap Badan Hukum Finansial Teknologi yang masih
terdaftar dalam pinjaman dana secara online di Indonesia?
1.2.2 Bagaimana cara perusahaan Finansial Teknologi mempertanggung
jawabkan posisi terdaftar yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
1.2.3 Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh Badan Hukum PT.
CROWDE Membangun Bangsa untuk diberikan izin oleh Otoritas Jasa
Keuangan?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.3.1 Mengetahui pelaksanaan. peran: Otoritas Jasa Keuangan melakukan
pengawasan terhadap = Badan Hukum Finansial Teknologi yang masih

terdaftar dalam pinjaman secara online di Indonesia

1.3.2 Mengetahui —cara—perusahaan—Finansial ~Teknologi mempertanggung

jawabkan posisi terdaftar yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.3.3 Mengetahui proses yang harus dilakukan oleh Badan Hukum PT.
CROWDE Membangun Bangsa untuk diberikan izin oleh Otoritas Jasa

Keuangan



1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
1.4.1 Manfaat Teoritis
a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan
pemikiran yuridis yang bermanfaat kepada masyarakat terkait
perkembangan _ilmu pengetahuan dan pengawasan dalam bidang
pinjaman online.
b. Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap
pinjaman online bagi pemerintah.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Penulisan ini- diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap
pinjaman online bagi pemerintah agar dapat berjalan lebih baik dan
aman.
b. Bagi Masyarakat
Penulisan ini-diharapkan -agar —dapat - bermanfaat bagi masyarakat

sehingga mengenal dan memahami cara kerja pinjaman online.



